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DKI Harus Bayar Rp,6 Miliar Ke Importir

JAKARTA - Pemprov DKI Ja-

karta harus membayar Rp7,6
miliarkepadaPT Ifani Dewi, im-
portir bus gandeng Transjakar-
tamerek Ankaiyangdibelipada
2013. Tuntutan tersebut bex-
dasarkan putusan Badan Arbi-
trase Nasional Indonesia
(BANI), Rabu (22/4) lalu yang
memenangkan gugatan PT
Ifani Dewi.

Kepala Dinas Perhubungan

(Dishub) DKIJakarta Benjamin

' Bukit mengakui kekalahan gu-
gatan PT Ifani Dewi dalam pu-
tusan BANI. Menurutnya, ke-
kalahan tersebutkarena tidak
ada pengacara yang mendam-
pingi selama persidangan ber-
langsung,. "Ya maugimana lagi.
Posisikitalemah karena tidak
ada pengacara yang mendam-
pingi,” kata dia saat dihubungi
kernarin.

Benjamin menjelaskan, se-
benarnya sejak enambulanlalu
pihaknya sudah mengirimkan
surat permintaan kepada Biro
Hukum DKI Jakartamenyedia-
kan pengacara untuk meng-
hadapi kasus gugatan PT Ifani
Dewi. Sayangnya, surat resmi

permintaan tersebut ditolak. ' BANT memenan gkan kami

Penolakan dilakukan berkali-

kali dengan alasan dana untuk
pengacara tidak ada. "Kata me-
rekasaatitubukankewenangan
mereka, jadi kita enggak bisa
berbuat apa-apa,” ungkapnya.
Dia pun berharap Biro Hukum
mengajukan banding terhadap
putusanini.

Kepala Biro Hukum DKI
Jakarta SriRahayumembantah
pernyataan Benjamin perihal
tidak disediakan pengacara un-
tuk menghadapi kasus ini. Me-
nurutnya, Dishub yang sengaja
memilih pengacara sendiriun-
tuk sidang di BANI. "Dia
(Benjamin) tidak pernah me-
ngirim surat atau meminta pe-
ngacara. Orangdiaudahpake ar-
bitrerkok sendiri,” ungkapnya.

Sub Bagian Hukum dan Humas

Transjakarta

Yayuk—panggilan akrab
Sri Rahayu—menjelaskan, se-
lamaini Dishubhanyaberkon-
sultasi perihal tersebut.
"Mereka berkonsultasi soal
gugatan dan masalah pemba-
yaran. Untuk membayar juga
ada ketakutan karena sudah
ada masalah hukum di Keja-
gung. Takutnyaterjadimarkup
jadi ragu-ragu untuk mem-
bayar,” katanya.

Terkait permintaan Dishub
agar Biro Hukum banding, lan-

jut Sri, pihaknya akan berkoor-
dinasi terlebih dahulu. "Ya se-
suai tupoksi kami harus siap,”
ungkapnya.

Kuasa hukum PT Ifani Dewi
Boyamin Saimanmengatakan,

| pihaknya meminta Pemprov

DKI Jakarta segera memenuhi
putusan BANI perihal gugatan-
nya. Ini karena satu bus gan-
deng senilai Rp3,5 miliar be-
serta pengurusan surat tanda
nomor kendaraan (STNK) dan
BPKB-nya senilai Rp4,1 miliar

sudah dikerjakan. Bus tersebut
juga sudah dioperasikan sejak
Januari 2014. "Wajar dong

Orang bus sudah dioperasikan.
Kami hanya meminta hak atas
apa yang kami kerjakan,” kata
Boyamin saat dihubungi.

Boyamin menjelaskan, PT
Ifani Dewi sebenarnya meme-
nangkanempat paketsebanyak
150 bus dan sudah dioperasi-
kan. Hanya, satu bus gandeng
yangsudah dioperasikanbelum
dibayarlantaranadaisubusber-
karat. Padahal, yangberkarat ti-
dakmasukdalampaketPT Ifani
Dewi. "Kalau memang tidak
mau bayar, kenapa dioperasi-
kan dan meminta surat-surat-
nya,” ujarnya

Pada 2013 Dishub DKI
Jakarta mengadakan lelang pe-
nambahan armada Transjakarta
dansedang. Lelangterbagidalam
14 paket. Dari14 pakettersebut,
baruempatpaketdenganjumlah
bus sebanyak 125 unit senilai
Rp402miliartelahdibayarlunas.
Ratusan bus tersebut sudah di-
operasikan. Sisanya 10 paket
barudibayaruangmukanya20%.

Dari 10 paket ini, terdapat 529

bus, 14 unit di antaranya
ditemukan berkarat dan sudah
diperbaiki agen pemegang
merek. Pengadaan 529 bus pada
2013 dinyatakan bermasalah
secarahukum.
@bimasetiyadi



